
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 200 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara epublik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, T bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Norn r 4286); 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan B bas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembara Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 No or 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik I donesia 
Nomor 3851); 

Menimbang 

BUPATI PRINGSEWU, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

bahwa dengan adanya pergeseran angg an pada 
Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan P iwisata, 
Dinas Kesehatan, RSUD, Badan eluarga 
Berencana dan Pemberdayaan Pe 
Sekretariat Dewan, Badan Pengelolaan 
dan Aset Daerah , Badan Pelaksana enyuluh 
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Kantor 
Perpustakaan dan Arsip Daerah ma a guna 
memenuhi ketentuan Peraturan Menter Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang edoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaim a telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan eraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 01 ldan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 
2014 ten tang Pedoman Penyusunan APB Tahun 
Anggaran 2015. perlu ditetapkan Peratur Bupati 
untuk mendahului Peraturan Daerah P rubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera 
dasar pelaksanaan; 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 T HUN 2014 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN A DAERAH 

TAHUN ANCGARAN 2015 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU 
NOMOR 23 TAHUN 2015 

BUPATI PRINGSEWU 

.. ·'>·> -· .:_.;.~.· - - ,,_,·;-~.' 
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10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
Pembentukan Peraturan Perundang-u 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (L mbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No or 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik I donesia 
Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik I donesia 
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4932); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerint h Pusat 
dan Pernerintahan Daerah {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 No or 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik I donesia 
Nomor 4438); 

• 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta un 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggg ngjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, T rnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Norn r 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 N mor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia 
Nomor 4355); 
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~ 
'f 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 No or 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia 
Nomor 4301); 



15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tah 
tentang Sistem Informasi Keuangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Indonesia Nomor 4576) sebagimana tela 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesi 
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

2005 
Daerah 
n 2005 
epublik 
diubah 
Tahun 
Tahun 
Negara 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tah n 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Norn r 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik I 
Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tah n 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik I donesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan L mbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
Sebagaimana telah diubah dengan P raturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (L mbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No or 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik I donesia 
Nomor 5340); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, T mbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia No or 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tah n 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta un 2015 
Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679);' 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tah n 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan euangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakila Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik I donesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan mbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 
2007 (Lembaran Negara Republik Indones a Tahun 
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 



23. Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tah n 2010 
tentang Standar Akutansi Pemerintahan (L mbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara epublik 
Indonesia Nomor 5165); 

• 

Negara 
or 91, 
donesia 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tah 
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembara 
Republik Indonesia Tahun 2008 No 
Tambahan Lembaran Negara Republik I 
Nomor 4864); 

22. 

donesia 
mbaran 

' . 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tah 
ten tang Pendanaan Pendidikan (Lem bara 
Republik Indonesia Tahun 2008 No 
Tambahan Lembaran Negara Republik I 
Nomor 4864); 

• Negara 
or 91, 
donesia 

Peraturan Pemerintah 
tentang Pendanaan dan Pengelolaan 
Bencana (Lembaran Negara Republik 
Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 

21. 

19. Peratutran Pemerintah 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik I donesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan embaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah 
tentang Pembinaan dan Pe gawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( mbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara epublik 
Indonesia Nomor 4593); 

17. Peraturan Pemerintah 
tentang Pedoman Penyusunan dan P nerapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembara Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 No 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tah n 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( embaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 



Tahun 
nggaran 
nggaran 

Tahun 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 
2014 ten tang Pedoman Penyusunan 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
2015 (Berita Negara Republik Indonesi 
2014 Nomor 680); 

31. 

rintahan 
Daerah 

1); 

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu 
Tahun 2010 tentang Urusan Pem 
Kabupaten Pringsewu (Lembaran 
Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 

30. 

Tahun 
Dae rah 

n 2014 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
2014 tentang Pembentukan Produk Huku 
(Berita Negara Republik Indonesia Tah 
Nomor 32); 

29. 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hi ah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber Dari 
Pendapatan clan Belanja Daerah sebagaim 
diubah dengan Peraturan Menteri Dala Negeri 
Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara epublik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 

• 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan euangan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kal diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dala Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara epublik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

26. Peraturan Presiden Nornor 36 Tahun 201 ten tang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanj Negara 
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nom?r 567); 

ten tang 
gaimana 

dengan 
( Berita 
or 5); 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 201 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah seb 
telah diubah beberapa kali terakhir 
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 201 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 

25. 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 2012 
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, T mbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Norn r 5272); 



KEDUA 
OR 42 
GARAN 
TAHUN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NO 
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN AN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
ANGGARAN 2015. 

MEMUTUSKAN: 

38. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 42 Ta un 2014 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapa an dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 (Serita 
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 201 Nomor 
12); sebagaimana telah diubah dengan eraturan 
Bupati Pringsewu Nomor 12 Tahun 201 (Berita 
Daerah Nomor 12); 

nggaran 
nggaran 

Tahun 

Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Ta 
ten tang Pedoman Peiaksanaan 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
2015 (Serita Darrah Ka bu paten Pringse 
2014 Nomor 53); 

37. 

36. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 27 Ta 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana erja dan 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daera Tahun 
Anggaran 2015 (Berita Daerah K bupaten 
Pringsewu Tahun 2014 Nomor 27); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu 
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendap tan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( embaran 
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 201 Nomor 
09); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu 
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pe gelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah K bupaten 
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu 
Tahun 2010 tentang . Urusan Pem rintahan 
Ka bu paten Pringsewu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 1); 

Peraturan Menteri Keuangan 
92/PMK.07 /2015 tentang Pelaksanaa 
Alokasi Khusus Tambahan pada 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
2015 (Berita Negara Republik Indonesi 
2015 Nomor 673); 

Nomor 
Dana 

nggaran 
nggaran 

Tahun 

32. 

Menetapkan • 

• 

I 
I 
:j 



0,00 sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp . 

jumlah pembiayaan netto setelah perubahan , Rp. 18.500. 00.000,00 

2) pengeluaran 
a) semula Rp. 8.500.000.000,00 
b) berkurang Rp. 0,00 

jumlah pengeluaran setelah perubahan R . 8.500. 00.000,00 

Rp. 27.00 .000.000,00 jumlah penerimaan setelah perubahan 

Rp. 27.000.000.000,00 
Rp. 0,00 

c. pembiayaan 

1) penenmaan 
a) semula 
b) bertambah 

R . 1.061.011.597.320 00 
(18.5 0.000.000,00) 

jumlah belanja setelah perubahan 
surplus/ (defisit) setelah perubahan 

Rp. 956.162.929.320,00 
Rp. 104.848.668.000,00 (+) 

b. belanja 
1) semula 
2) bertambah 

Rp. 1.042.5 1.597.320,00 jumlah pendapatan setelah perubahan 

Rp. 937.662.929.320,00 
Rp. 104.848.668.000,00 (+) 

a. pendapatan 
1) Semula 
2) Bertambah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 erdiri atas : 

Pasal 1 

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 4 Tahun 2014 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ta un Anggaran 
2015 (Serita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2014 Nomor 42 sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 ( erita Daerah 
Tahun 2015 Nomor 12) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut 

Pasall 

• 
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SERITA DAERAH KAS PATEN PRINGSEWU TAHUN 2015 NOMOR 23 

Diundangkan di Pringsewu 
pada tanggal 10 Juni 2015 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU, 

BUPATI PRINGSEWU, 
__.),1 , 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundan n Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupate Pringsewu. 

Pasal II 
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